
 
 

 
 
 
 
 

PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA 
 

PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN MURUNG  RAYA 
NOMOR    10  TAHUN 2009 

 
TENTANG 

 
JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN 

YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK 
LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN MURUNG RAYA 

 
BUPATI MURUNG RAYA, 

 
   Menimbang : a.   bahwa dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan yang nyaman dan 

aman setiap jenis usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak 
terhadap lingkungan wajib memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak 
Lingkungan Hidup; 
 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, 
perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Jenis Usaha dan/atau 
Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak 
Lingkungan Hidup di Kabupaten Murung Raya; 

 
Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan 

Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699); 

 
  2. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten 

Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten 
Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten 
Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan 
Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor  18, Tambahan Lembaran 
Negara nomor 4180); 

 
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 
8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang 
–undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang – undang 
Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang – 
undang  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor108, 
Tambahan  Lembaran Negara Nomor 4548); 

 
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Nomor 4438); 

 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai 

Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);  

 



6.  Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah 
Kabupaten Kota ( Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
lembaran Negara Nomor 4737); 

 
7.  Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4741); 

 
8.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan 

Bentuk  Produk Hukum Daerah; 
 
9.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur 

Penyusunan Produk Hukum Daerah; 
 
10. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 

tentang Jenis Usaha dan / atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan 
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup; 

 
11. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang 

Urusan Pemerintah yang menjadi Wewenang Kabupaten Murung Raya 
(Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 57); 

 
12. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 5 Tahun 2008 tentang 

Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencana Pembangunan 
Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran 
Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 61); 

 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MURUNG RAYA  

 

dan 
 

BUPATI MURUNG RAYA 
 

MEMUTUSKAN  : 
 
Menetapkan  :  PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TENTANG 

JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB 
DILENGKAPI DENGAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK 
LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN MURUNG RAYA. 

 
BAB I 

 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan  : 

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Murung Raya 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan asas Otonomi dan 
Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 
prinsip Negara Kesatuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Dasar Tahun 1945. 



3. Pemerintah Daerah adalah  Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan di Daerah. 

4. Bupati adalah Bupati Murung Raya. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah 
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

6. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) adalah kajian 
mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang 
direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses 
pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. 

7. Dampak besar dan penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat 
mendasar yang diakibatkan oleh suatu kegiatan dan/atau kegiatan. 

8. Analisis dampak lingkungan hidup (ANDAL) adalah telaahan secara cermat 
dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha 
dan/atau kegaiatan. 

9. Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atau 
suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan. 

10. Instansi yang berwenang adalah instansi yang berwenang memberikan 
keputusan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan. 

11. Instansi yang bertanggung jawab adalah instansi yang berwenang 
memberika keputusan kelayakan lingkungan hidup dengan pengertian 
bahwa wewenang di tingkat pusat berada pada Kepala Instansi yang  
ditugasi mengendalikan dampak lingkungan dan di tingkat kabupaten berada 
pada Bupati. 

 
BAB II 

 
ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN 

 
Pasal 2 

 
(1)  Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup merupakan bagian 

kegiatan studi   kelayakan rencana usaha dan/atau kegiatan. 
 
(2)  Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup digunakan sebagai 

bahan perencanaan pembangunan wilayah. 
 
(3)  Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dapat 

dilakukan melalui pendekatan studi terhadap usaha dan/atau kegiatan 
tunggal, terpadu atau kegiatan dalam kawasan. 

 
 

BAB III 
 

JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN 
 

Pasal 3 
 

Usaha dan/atau kegiatan yang dapat menimbulkan  dampak besar dan penting 
terhadap lingkungan hidup di Kabupaten Murung Raya  meliputi : 
 



 

a. Pengubahan bentuk lahan dan bentang alam; 

b. Eksploitasi sumber daya alam baik yang terbaharui maupun yang tak 
terbaharui; 

c. Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pemborosan,  
pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta kemerosotan sumber 
daya alam dalam pemanfaatannya; 

d. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, 
lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya; 

e. Proses dan kegiatan yang hasilnya akan dapat mempengaruhi pelestarian 
kawasan konservasi sumber daya dan/atau perlindungan cagar budaya; 

f. Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan, dan jenis jasad renik; 

g. Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non hayati; 

h. Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk 
mempengaruhi lingkungan hidup. 

 
 

BAB IV 
 

PENGECUALIAN 
 

Pasal 4 
 

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 ayat (1) huruf b tidak perlu dibuat bagi rencana usaha dan/atau kegiatan 
untuk menanggulangi suatu keadaan darurat. 

 
 

Pasal 5 
 

(1)  Usaha dan/atau kegiatan yang akan dibangun di dalam kawasan yang 
sudah dibuatkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup tidak 
diwajibkan membuat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup lagi. 

 
(2) Usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan 

untuk melakukan pengendalian dampak lingkungan hidup dan 
perlindungan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan rencana pengelolaan 
lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup kawasan. 

 
 

 
BAB V 

 
JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB 

DILENGKAPI DENGAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK  
LINGKUNGAN HIDUP 

 
Pasal 6 

 
Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis 
Mengenai Dampak Lingkungan Hidup adalah usaha dan/atau kegiatan yang 
menimbulkan dampak besar dan penting terhadap Lingkungan Hidup di 
Kabupaten Murung Raya. 

 
 

 



Pasal 7 
 

(1)  Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam Pasal 3 
tetapi lokasinya berbatasan langsung dengan kawasan lindung wajib 
dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. 

 
(2) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak terdapat pada Pasal 3 

Peraturan Daerah ini tapi berdampak besar pada lingkungan hidup dan 
setelah melalui tahap penapisan dapat  dimasukkan dalam jenis rencana 
usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai 
Dampak Lingkungan Hidup. 

 
Pasal 8 

 
(1)  Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan 

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dalam Peraturan Daerah 
ini dapat berkurang dalam hal: 

 
a. dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dapat 

ditanggulangi berdasarkan kemampuan ilmu pengetahuan dan 
teknologi; dan/atau 

 
b.  dalam kenyataannya jenis rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut 

tidak menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup. 
 

(2)  Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf a dan huruf b tidak diwajibkan dilengkapi dengan Analisis 
Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. 

 
 

Pasal 9 
 

Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis 
Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dapat ditinjau kembali paling sedikit       
1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. 

 
 

BAB VI 
 

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN 
 

Pasal 10 
 

(1) Instansi terkait yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan hidup 
melakukan pengawasan  terhadap rencana jenis usaha dan/atau kegiatan 
yang wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan. 
 

(2)   Instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan melakukan pembinaan 
teknis pelaksanaan penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.  

 
 

BAB VII 
 

KETENTUAN PERALIHAN 
 

Pasal 11 
 

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai 
pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 



 
BAB VIII 

 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 12 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan 
Peraturan Daerah ini menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Murung Raya. 

 
 
 Ditetapkan di Puruk Cahu 

pada tanggal  2  Juli  2009 
 

BUPATI MURUNG RAYA, 
 

ttd 
 

WILLY M. YOSEPH 
 

Diundangkan di  Puruk   Cahu 
pada  tanggal   2  Juli  2009 

 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN MURUNG RAYA, 

 
ttd 
 

YURIANSON  DJATA 

 

 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2009 NOMOR  77 
 
          


